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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1   Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa hal yang 

dijadikan sebagai kesimpulan, yaitu : 

 

1. PKH di Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dilihat dari segi ketepatan 

sasarannya telah dilaksanakan secara efektif. Baik sasaran rumahtangga 

maupun sasaran karakteristik. Dari segi sarasan rumahtangga, dapat 

ditunjukkan bahwa seluruh peserta PKH merupakan rumahtangga miskin, yang 

diukur berdasarkan pengeluaran riel per kapita. Sedangkan dari sisi 

karakteristik, juga ditemukan bahwa seluruh peserta merupakan rumahtangga 

yang memiliki mempunyai anak usia sekolah (kompenen pendidikan) dan/atau 

mempunyai bayi dan/atau ibu hamil (komponen kesehatan). 

 

2. Dampak PKH terhadap pesertanya efektif dalam meningkatkan kehadiran 

peserta, baik di pusat-pusat layanan pendidikan maupun kesehatan.  Namun, 

dampaknya terhadap peningkatan prestasi di sekolah masih sangat terbatas. 

Sementara dampaknya terhadap peningkatan kesehatan ibu dan anak, sangat 

signifikan. 

 

3. Terkait dengan persepsi responden terhadap program, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

 

a. Responden menilai baik atas pelaksanaan PKH, khusunya menyangkut: 

 Proses dan Pemilihan Peserta PKH 

 Sosialisasi Program 

 Manfaat Bantuan (Dana). 

 

b. Responden menilai pelaksanaan PKH kurang baik, terkait dalam hal : 

 Jumlah Bantuan (Dana). 
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 Proses Pencairan Dana.  

 Mekanisme Pengaduan, dan  

 Tindak Lanjut Pengaduan.  

 

 

 
V.2.     Saran 

 

1. Dalam rangka meningkatkan kinerja PKH menjadi lebih baik lagi, perlu 

diupayakan percepatan tindak lanjut pengaduan yang telah disampaikan oleh 

masyarakat,  khususnya peserta program. Untuk itu, pihak Depsos sebagai 

penanggung jawab UPPKH perlu memperbaiki sistem Unit Pelayanan 

Masyarakat (UPM) dan meningkatkan koordinasi penanganan masalah dengan 

pihak-pihak terkait baik di tingkat pusat maupun di daerah.  

 

2. Pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 

di bawah koordinasi langsung Wapres  (Perpres 15/2010), merupakan 

terobosan yang sangat baik untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan 

program-program penanggulangan kemiskinan, termasuk juga PKH.  

Diharapkan Tim tersebut dapat bekerja dengan efektif, sehingga kesulitan 

ataupun hambatan koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dengan 

pelaksanaan PKH dapat segera teratasi.  
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